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ABSTRAK 

     Dalam sistem ketatanegaraan kejaksaan belum terakomodasi 

sebagai salah satu lembaga penegak hukum, kejaksaan hanya disebut 

secara implisit dalam konstitusional. Penyelenggaraan fungsi dan 

peran kekuasaan kejaksaan sudah ada dalam UU Nomor 16 Tahun 

2004 tentang kejaksaan RI, dimana penjabaran UU Nomor 16 Tahun 

2004 ini mengarah pada kedudukan kejaksaan ini pada ranah eksekutif 

namun apabila dilihat dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman, kejaksaan juga berada pada ranah yudikatif, 

oleh karena itu sangat disayangkan sekali apabila eksistensi kejaksaan 

RI sebagai salah satu organ penting negara belum jelas kedudukannya 

dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Sehingga hal ini membuat 

adanya dualisme kekuasaan terhadap kejaksaan yang memiliki tugas 

begitu luas, di satu sisi dianggap sebagai salah satu bagian 

pelaksanaan kekusaan kehakiman namun di sisi lain memiliki tugas 

dan kewenangan dalam lingkup pelaksanaan UU. Dalam hukum 

Islam, kedudukan lembaga kejaksaan tidak dijelaskan secara jelas, 

namun kedudukan kejaksaan dapat diserupakan dengan Wilayah Al 

Hisbah. Dengan adanya hal tersebutlah yang melegalkan adanya 

lembaga kejaksaan di Indonesia dan dalam hukum Islam pula lembaga 

penegak keadilan seperti lembaga kejaksaan memiliki peranan sangat 

penting dalam suatu negara. Namun, kedudukan lembaga kejaksaan di 

Indonesia masih belum sesuai dengan aturan hukum Islam. 

 Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana 

kedudukan lembaga kejaksaan di Indonesia?, (2) Bagaimana 

pandangan fiqh siyasah terhadap kedudukan lembaga kejaksaan di 

Indonesia?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan 

lembaga kejaksaan di Indonesia serta untuk mengetahui pandangan 

fiqh siyasah terhadap kedudukan lembaga kejaksaan di Indonesia. 

 Adapun penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan jenis 

penelitian kepustakaan (library-research) yang data-datanya berupa 

data sekunder yang diambil dari buku, bahan bacaan hukum terkait, 

jurnal-jurnal, sumber online, artikel hukum serta bahan hukum lainnya 

yang sesuai dengan judul penelitian ini. Metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data dengan cara 

kualitatif dengan metode berfikir induktif dan deduktif. 

 Hasil penelitian ini bahwa Lembaga Kejaksaan adalah lembaga 

negara yang melakukan kekuasaan negara dibidang penuntutan, maka 

melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku kedudukan 

Kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif, yang menjalankan 
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fungsi dan wewenangnya dalam melakukan penuntutan untuk 

menjalankan kekuasaan yudikatif. Kejaksaan dalam melaksanakan 

fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan 

pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya yang artinya Kejaksaan 

dituntut untuk menjalankan fungsi dan wewenangnya secara merdeka. 

Dalam fiqh siyasah, kedudukan lembaga kejaksaan adalah sebagai 

salah satu lembaga negara yang tidak dijelaskan secara jelas dalam 

siyasah dusturiyah, namun tugas dan fungsi Kejaksaan secara garis 

besar dapat di serupakan dengan Wilayah al-Hisbah. Lembaga 

Kejaksaan yang ada pada peradilan umum, dapat dijumpai dalam 

peradilan islam yakni Wilayah Al-Hisbah, atau bisa disebut juga 

dalam bahasa modern Qadha’ Hisbah.  Wilayah  Al-Hisbah  

merupakan  badan  yang  mengadili pelanggaran hukum syara’ di luar 

mahkamah, bukan karena tuntutan dari pihak penuntut, tetapi karena 

pelanggaran. Meskipun dalam beberapa hal, Wilayah Al-Hisbah dan 

kejaksaan memiliki   perbedaan dalam beberapa tugas dan tempat 

mengadili sebuah perkaranya. Dimana dalam Wilayah Al-Hisbah 

mengadilinya di luar mahkamah, sedangkan Lembaga Kejaksaan 

mengadilinya di dalam persidangan atau mahkamah. 
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MOTTO 

                             

                           

                             

    

 “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak 

keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu 

sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang 

terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan 

(kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena 

ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan 

(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah 

Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”  

(Q.S. An-Nisa’ : 135) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

  Penegasan terhadap isian judul dalam setiap 

peneilitian sangat diperlukan, hal ini bertujuan untuk 

menghindari kesalahfaaman dan kekeliruan di dalam 

memahami maksud suatu judul. Adapun judul penelitian ini 

adalah “Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Kedudukan 

Lembaga Kejaksaan di Indonesia”. Adapun uraian dari istilah-

istilah tersebut diatas adalah sebagai berikut : 

1. Fiqh Siyasah 

Fiqh secara etimologi faqaha-yafqahu-fiqhan 

yang memiliki arti “Paham yang mendalam”. Imam 

Al-Tirmizi, seperti yang dikutip amir Syarifuddin, 

menyebut : fiqh tentang sesuatu berarti mengetahui 

batinnya sampai kepada kedalamnya. Dapat dipahami 

bahwa fiqh adalah upaya sungguh dari ulama 

(mujtahidin) untuk mengenali hukum-hukum syara‟ 

sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh juga 

disebut hukum Islam. Siyasah berasal dari kata saasa 

yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah 

atau pemerintahan, politik dan pembuatan 

kebijaksanaan.
1
 Pengertian kebahasaan membuat 

kebijaksanaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan 

siyasah adalah mengatur, mengurus, dan membuat 

kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk 

mencakup sesuatu.  Jadi secara pengertiannya Fiqh 

Siyasah adalah merupakan aspek hukum Islam yang 

membicarakan peraturan dan pengurusan kehidupan 

manusia dalam bernegara demi mencapai 

kemaslahatan bagi umat itu sendiri. Maka dalam 

penelitian ini digunakan pembahasan yang lebih 

                                                             
1 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Konstektual Doktrin Politik Islam, 

(Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), 4. 
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khusus mengenai lembaga kejaksaan Indonesia dilihat 

dari siyasah dusturiyah. 

2. Kedudukan Lembaga Kejaksaan 

Pengertian kedudukan adalah status, baik 

untuk seseorang, tempat, maupun benda. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kedudukan diartikan 

sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu 

kelompok sosial.
2
 Kedudukan juga dapat diartikan 

sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki 

sebuah kekuasaan. Sedangkan kaitannya dengan 

lembaga kejaksaan adalah pembahasan mengenai 

status lembaga kejaksaan atau posisi lembaga 

kejaksaan di Indonesia dimana lembaga kejaksaan 

dalam hal ini memiliki kedudukan yang samar. 

3. Lembaga Kejaksaan di Indonesia 

Kejaksaan Republik Indonesia adalah 

lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan 

negara, khususnya di bidang penuntutan sangat 

penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang 

bersih, serta mewujudkan proses penegakan hukum 

yang mampu memberikan rasa keadilan bagi 

masyarakat.
3
 Sebagai badan yang berwenang dalam 

penegakkan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin 

oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung 

jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan 

Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan 

negara khususnya di bidang penuntutan, dimana 

semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang 

tidak dapat dipisahkan. Keberadaan Kejaksaan 

Republik Indonesia sebagai penegak hukum, 

mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang 

                                                             
2 Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat 

(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011) 
3 Muhammad Syafiq, Ichsan Muhajir, “Model Pengawasan yang Efektif 

Terhadap Kinerja Kejaksaan Dalam Proses Penegakan Hukum TIPIKOR di 

Indonesia, Jurnsl Spektrum Hukum, Vol.16. No. 2. (2019). 3. 
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strategis dalam suaatu negara hukum di dalam 

menegakkan supremasi hukum, perlindungan 

kepentingan umum, penegakkan hak asasi manusia, 

seerta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

Selain itu, lembaga kejaksaan menjadi sangat penting 

dalam proses penyidikan dan proses pemeriksaan di 

persidangan. Sehingga keberadaannya dalam 

kehidupan masyarakat harus mampu mengemban 

tugas penegakan hukum.
4
 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan negara yang semakin menuju kearah 

yang lebih baik patut di dukung. Pembenahan pimpinan dan 

aparat negeri ini, serta masyarakat yang turut andil dalam 

memajukan negeri ini melalui kerja keras, kejujuran serta 

tanpa pamrih haruslah dijunjung. Hal tersebut juga berlaku 

dalam ranah peradilan yang sejalan dengan perkembangan 

kejahatan, maka profesionalitas aparat penegak hukum yang 

bekerja keras, jujur dan tanpa pamrih merupakan tameng atas 

perkembangan kriminalitas. 

Sebagai suatu negara hukum, maka sudah selayaknya 

juga segala sesuatu yang dijalankan dalam kehidupan 

bernegara dan bermasyarakat juga harus berada dalam koridor 

hukum, artinya dalam kehidupan bernegara dan 

bermasyarakat juga harus berada dalam koridor hukum, 

artinya dalam masyarakat mutlak diperlukan hukum untuk 

mengatur hubungan antara warga masyarakat dan hubungan 

antara masyarakat dengan negara.
5
 

                                                             
4 Husin Husaini, Muhammad Afdhal Askar, “Kedudukan Kejaksaan dan 

Pengisian Jabatan Jaksa Agung dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” Bertuah, 

Vol. 1 No. 2 (2020): 4. 
5 Yasmirah Mandasari Saragih, “Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia pasca UU No. 20 Tahun 2001 Tentang 

Pemberantasan Korupsi,” Al‟Adl, Vol. 9 No.1 (2017): 3. 
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Berkaitan dengan hal tersebut, Prof. Dr. Satjipto 

Raharjo
6
, mengemukakan bahwa dalam setiap masyarakat 

harus ada hukum yang mengatur perilaku-perilaku dan tata 

kehidupan anggota masyarakat. 

Terkait dengan tingkat kepercayaan masyarakat 

terhadap penegakan hukum yang sangat rendah, hal ini terlihat 

dari angka tindakan main hakim yang meningkat, banyaknya 

laporan ke pengawas lembaga peradilan yang bersangkutan, 

serta maraknya unjuk rasa di pengadilan. Kejadian ini 

merupakan implikasi dari ketidakmampuan aparat peradilan 

bekerja dengan baik yang disebabkan oleh sistem ataupun 

sumber daya manusianya. Dalam peradilan pidana di hampir 

setiap jurisdiksi, jaksa merupakan tokoh utama 

penyelenggaraan peradilan pidana, karena ia memainkan 

peranan penting dalam proses pembuatan keputusan. 

Walaupun polisi lebih terlatih dalam mengumpulkan bukti-

bukti di tempat terjadinya kejahatan dan memiliki komposisi 

tenaga manusia dan perlengkapan yang lebih baik, mereka 

tetap bergantung kepada jaksa dan tetap memerlukan nasihat 

dan pengarahan jaksa. Kejaksaan memiliki peran yang sangat 

sentral, dan karena sedemikian pentingnya posisi jaksa untuk 

proses penegakan hukum sehingga lembaga ini haruslah diisi 

oleh orang orang yang professional dan berintergritas tinggi. 

Keberadaan lembaga kejaksaan di Indonesia diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia.
7
 Dalam Undang-Undang ini 

dinyatakan bahwa kewenangan untuk melaksanakan 

kekuasaan Negara di bidang penuntutan dilakukan oleh 

kejaksaan. Selain berperan dalam peradilan pidana, kejaksaan 

juga memiliki peran lain dalam bidang hukum, bidang perdata 

dan tata usaha negara, yaitu mewakili negara atau pemerintah 

                                                             
6 Satjipto Raharjo, Hukum dan Perubahan Sosial, (Bandung: Genta 

Publishing, 2009), 102. 
7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia 
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dengan kuasa khusus bertindak dalam perkara perdata dan tata 

usaha negara baik di dalam maupun di luar pengadilan. 

Namun secara umum KUHAP tidak memberikan 

kewenangan bagi kejaksaan untuk melakukan penyidikan, 

sehingga Indonesia dapat dikatakan satu-satunya negara yang 

jaksa atau penuntut umumnya tidak berwenang untuk 

melakukan penyidikan. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1 butir 

1 KUHAP telah menyatakan bahwa “penyidik adalah pejabat 

polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri 

sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-

Undang untuk melakukan penyidikan”. Penuntutan hanya 

dilakukan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan 

kewenangan yang dimilikinya.
8
 

Dalam sistem ketatanegaraan kejaksaan belum 

terakomodasi sebagai salah satu lembaga penegak hukum, 

kejaksaan hanya disebut secara implisit dalam konstitusional, 

dimana ketika melihat payung hukum yang mengatur 

mengenai kejaksaan sudah sangat jelas bahwa kejaksaan 

memiliki kedudukan yang sangat penting. Penyelenggaraan 

fungsi dan peran kekuasaan kejaksaan sudah ada dalam UU 

Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan RI, dimana 

penjabaran UU Nomor 16 Tahun 2004 ini mengarah pada 

kedudukan kejaksaan ini pada ranah eksekutif namun apabila 

dilihat dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, kejaksaan juga berada pada ranah yudikatif, 

yakni disebutkan bahwa “Selain Mahkamah Agung dan badan 

peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat 

badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan 

kehakiman yang meliputi penuntutan” serta di jabarkan pada 

penjelasan UU bahwa kejaksaan termasuk badan-badan lain 

yang dimaksud oleh UU tersebut. Oleh karena itu sangat 

disayangkan sekali apabila eksistensi kejaksaan RI sebagai 

salah satu organ penting negara belum jelas kedudukannya 

dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. 

                                                             
8 Hamzah, Andi, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 1990), 70 
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Sehingga hal ini membuat adanya dualism terhadap 

kejaksaan yang memiliki tugas begitu luas, di satu sisi 

dianggap sebagai salah satu bagian pelaksanaan kekusaan 

kehakiman namun di sisi lain memiliki tugas dan kewenangan 

dalam lingkup pelaksanaan UU. 

Dalam wacana fiqh siyasah, Islam telah 

mensyariatkan adanya tiga kategori peradilan, sesuai dengan 

objek masing-masing yang hendak diadili, yaitu wilayah 

khushumat, wilayah hisbah, dan wilayah mudzalim. Wilayah 

khusmat (peradilan sengketa), yang mengadili sengketa di 

tengah masyarakat. Disana ada pihak penuntut, yang menuntut 

haknya, dan terdakwa sebagai pihak yang dituntut. Peradilan 

ini membutuhkan mahkamah (ruang siding). Sedangkan 

Wilayah hisbah, yang mengadili pelanggaran hukum syara‟ di 

luar mahkamah, bukan karena tuntutan pihak penuntut, tetapi 

semata-mata karena pelanggaran.  

Seperti pelanggaran lalu lintas, parkir di jalan raya, 

penimbunan barang, penipuan harga (ghabn) dan barang 

(tadlis), dan lain-lain. Adapun Wilayah madzalim, yang 

mangadili sengketa rakyat dengan negara, dan atau 

penyimpangan negara terhadap konstitusi dan hukum. 

Sehingga lembaga kejaksaan yang ada pada peradilan umum, 

dapat dijumpai pada peradilan Islam yakni Wilayah Hisbah, 

hisbah atau al-hisbah berasal dari kata al-ihtisab artinya 

“menahan upah”, dan secara terminologi, Al-Mawardi 

mendifinisikan “suatu perintah menjalankan kebaikan apabila 

terjadi penyelewengan terhadap kebenaran, dan mencegah 

kemungkaran apabila terjadi kemungkaran”. Lembaga ini 

sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW kemudian 

diterapkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Adapun tugas 

lembaga al-hisbah adalah memberi bantuan kepada orang 

yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari 

petugas-petugas al-hisbah.
9
 Sedangkan tugas muhtasib adalah 

sebutan bagi pejabat al-hisbah, yang mengawasi berlakunya 

undang-undang dan azab kesusilaan yang dilanggar oleh 

                                                             
9 A. Basiq Djalil, Peradilan Islam, (Jakarta: Amzah, 2012), 128. 
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siapapun. Dan tugas tersebut adalah amar ma‟ruf nahi 

munkar, baik yang berhubungan dengan keduanya. Yang 

berkaitan dengan hak Allah, misalnya perintah untuk 

melaksanakan shalat berjama‟ah, sedangkan yang berkaitan 

dengan hak manusia yang bersifat khusus misalnya, 

penanganan terhadap hak seseorang yang ditunda atau 

penundaan untuk membayar hutang. Dan yang berkaitan 

dengan keduanya, misalnya menyuruh para wali untuk 

menikahkan anak gadis yatim dengan laki-laki yang 

sederajat.
10

 

Kekuasaan muhtasib tidak terbatas pada perselisihan 

yang diketahuinya secara langsung atau tidak langsung. Akan 

tetapi muhtasib bisa menerima pengaduan dari masyarakat 

yang berkenaan dengan bidangnya, salah satu contoh adalah 

penipuan dalam takaran atau timbangan ataupun penipuan 

lainnya dan juga berhak memperhatikan orang yang 

mempunyai kedudukan tinggi atau pejabat yang tidak 

menjalankan tugas serta kewajibannya. Namun, muhtasib 

tidak berwenang mendengarkan keterangan para saksi dalam 

memutuskan suatu hukum, dan tidak berhak menyuruh orang 

bersumpah yang menolak suatu gugatan.
11

 

Untuk bisa diangkat menjadi seorang muhtasib, ada 

beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya seorang 

muslim, merdeka, memiliki wawasan yang luas, karena 

seringkali muhtasib diakui sebagai orang yang ahli dalam 

berijtihad baik dalam agama, adat maupun norma sosial.
12

 

Wilayah al-hisbah secara garis besar menyerupai lembaga 

penuntut umum, sedangkan muhtasib dapat disamakan dengan 

penuntut umum karena mereka merupakan orang-orang yang 

                                                             
10 Imam Al Mawardi, Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dan Syariat 

Islam, terj. oleh Fadli Bahri (Jakarta: PT Darul Falah, 2006), 284.  
11 A. Rahmat Rosyadi, Arbitrase dalam Islam, (Bandung: PT Citra Aditya 

Bakti, 2002), 37-38. 
12 Ibnu Taimiyah, Tugas Negara Menurut Islam, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2004), 13. 
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bertugas memelihara hak-hak umum dan tata tertib 

masyarakat.
13

 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa 

tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah 

penulisan skripsi dengan judul : Pandangan Fiqh Siyasah 

Terhadap Kedudukan Lembaga Kejaksaan di Indonesia (Studi 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan). 

 

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian 

Penelitian bertujuan untuk mencari suatu hal yang 

baru, penelitian yang dilakukan terlebih dahulu harus 

ditetapkan fokus penelitiannya pada objek yang diteliti. 

Apabila fokus dari penelitian telah ditentukan maka 

selanjutnya akan menentukan rumusan masalah dan tujuan 

penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus 

penelitian dalam penulisan ini adalah membahas tentang 

Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Kedudukan Lembaga 

Kejaksaan di Indonesia (Studi Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2004 Tentang Kejaksaan). Sedangkan sub-fokus 

penelitian ini adalah analisis kedudukan lembaga kejaksaan di 

Indonesia dan pandangan fiqh siyasah terhadap kedudukan 

lembaga kejaksaan di Indonesia. 

 

D. Rumusah Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut serta identifikasi 

dan batasan masalah, maka yang akan menjadi rumusan 

masalah, diantaranya meliputi: 

1. Bagaimana kedudukan lembaga kejaksaan di 

Indonesia? 

2. Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap 

kedudukan lembaga kejaksaan di Indonesia? 

 

 

                                                             
13 Djalil, Peradilan Islam,129. 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian memuat rumusan tentang tujuan 

yang akan dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang 

dilakukannya. Rumusan tujuan penelitian harus betolak dan 

relevan dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan, 

sebagai berikut : 

1. Mengetahui kedudukan lembaga kejaksaan di 

Indonesia. 

2. Mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap 

kedudukan lembaga kejaksaan di Indonesia. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

beberapa manfaat baik ditinjau dari aspek teoritis maupun 

praktisnya sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian dengan judul 

Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Kedudukan 

Lembaga Kejaksaan di Indonesia semoga mampu 

memperluas wawasan peneliti dan pembaca pada 

umumnya dan memberikan manfaat untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan ilmu-ilmu hukum, 

terutama Hukum Tata Negara. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil dari penelitian ini 

diharapkan bermanfaat untuk para akademisi dan 

masyarakat serta dapat dipergunakan sebagai acuan 

oleh peneliti lain dengan kajian yang berbeda terkait 

dengan kedudukan lembaga kejaksaan di Indonesia. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Kajian penelitian terdahulu yang relevan pada 

penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran 
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hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis 

yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. 

1. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Jaksa 

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana 

Anak Nomor 11 Tahun 2012”. Skripsi oleh Lutfia 

Izza Medina, Fakultas Syari‟ah, UIN Sunan Ampel 

Surabaya. Penelitian ini membahas tentang 

kewenangan jaksa dalam mengadili perkara 

kejahatan anak pasca putusan Mahkamah Kontitusi 

No. 68/PUU-XV/2017 dan tinjauan fiqh siyasah 

terhadap kewenangan jaksa dalam mengadili perkara 

anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 

68/PUU-XV/2017,
14

 sedangkan dalam skripsi ini 

penulis membahas pandangan fiqh siyasah terhadap 

kedudukan lembaga kejaksaan di Indonesia. 

2. “Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Menurut 

Undang-Undang Dasar 1945”. Skripsi oleh Royzal A 

Nur Rahman, Fakultas Hukum, Universitas 

Lampung. Penelitian ini membahas tentang 

kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia menurut 

Undang-Undang Dasar 1945
15

, sedangkan dalam 

skripsi ini penulis membahas pandangan fiqh siyasah 

terhadap kedudukan lembaga kejaksaan di Indonesia. 

3. “Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan 

Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Persfektif 

Hukum Islam”. Skripsi oleh Atnur Suljayestin, 

Fakultas Syari‟ah, IAIN Palopo. Penelitian ini 

membahas tentang peranan kejaksaan dalam 

melakukan penuntutan terhadap perkara tindak 

                                                             
14 Lutfia Izza Medina, “Tinjauan fiqh siyasah terhadap kewenangan jaksa 

dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak nomor 11 tahun 2012” (Skripsi, 

UIN Sunan Ampel, 2019) 
15 Royzal A Nur Rahman, “Kedudukan Kejaksaaan Republik Indonesia 

Menurut Undang-Undang Dasar 1945” (Skripsi, Universitas Lampung, 2017) 
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pidana korupsi persfektif hukum Islam
16

, sedangkan 

dalam skripsi ini penulis membahas pandangan fiqh 

siyasah terhadap kedudukan lembaga kejaksaan di 

Indonesia. 

4. “Kedudukan Kejaksaan dan Pengisian Jabatan Jaksa 

Agung dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia”. 

Jurnal oleh Husin Husaini dan Muhammad Afdhal 

Askar, Fakultas Syari‟ah dan Ekonomi Islam, 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis. 

Penelitian ini membahas mengenai kedudukan 

kejaksaan dalam sistem kenegaraan Indonesia dan 

Jaksa Agung yang merupakan pimpinan dan 

penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang 

memimpin,
17

 sedangkan dalam skripsi ini penulis 

membahas pandangan fiqh siyasah terhadap 

kedudukan lembaga kejaksaan di Indonesia. 

5. “Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana 

Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan dalam 

Struktur Ketatanegaraan di Indonesia”. Jurnal oleh 

Dian Rosita, S.Kom., S.H., Fakultas Hukum, 

Universitas Semarang. Penelitian ini membahas 

mengenai kedudukan kejaksaan sebagai pelaksana 

kekuasaan di bidang penuntutan dan upaya yang 

dilakukan untuk mewujudkan independensi 

kejaksaan sebagai pelaksana kekuasaaan negara di 

bidang penuntutan,
18

 sedangkan dalam skripsi ini 

penulis membahas pandangan fiqh siyasah terhadap 

kedudukan lembaga kejaksaan di Indonesia. 

 

                                                             
16 Atnur Suljayestin, “Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan 

Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Persfektif Hukum Islam” (Skripsi, IAIN 

Palopo, 2016) 
17 Husin Husaini, Muhammad Afdhal Askar, “Kedudukan Kejaksaan dan 

Pengisian Jabatan Jaksa Agung dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” Bertuah, 

Vol. 1 No. 2 (2020) 
18 Dian Rosita, “Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan 

Negara di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia,” Ius 

Constituendum, Vol. 3 No. 1 (2018) 
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H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan 

(library research) yaitu penelitian dengan 

menggunakan literatur kepustakaan baik berupa 

buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dan 

penelitian terdahulu. 

b. Sifat Penelitian 

Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif 

analitik yang merupakan suatu metode dalam 

meneliti suatu objek yang bertujuan membuat 

deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis 

dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, 

serta hubungan diantara unsur yang ada dan 

fenomena tertentu. 

2. Data dan Sumber Data 

Guna memperoleh data hukum yang akurat untuk 

penulisan ini, maka bahan-bahan hukum tersebut 

diperoleh dari tiga cara yaitu sumber bahan hukum 

primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan 

hukum tersier. Untuk lebih jelasnya berikut akan 

diuraikan mengenai sumber data tersebut. Yaitu: 

a. Sumber bahan hukum primer, yaitu data-data 

yang diperoleh dari literatur yang berhubungan 

dengan permasalahan yakni Al-Qur‟an dan 

Hadits, UUD 1945, serta Undang-Undang 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan dan UU 48 Tahun 2009. 

b. Sumber bahan hukum sekunder, yaitu data yang 

diperoleh melalui buku-buku atau artikel-artikel 

yang dapat mendukung, seperti buku-buku 

tentang lembaga kejaksaan, Hukum Tata Negara, 

Pemikiran Politik Islam, dan buku-buku tentang 

Fiqh Siyasah serta literatur lainnya. 
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c. Sumber bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum 

sebagai pelengkap bahan hukum premier dan 

sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia, 

jurnal hukum, kamus hukum, dan artikel-artikel 

yang dapat mendukung penelitian ini. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode dalam pengumpulan data pada penelitian 

ini ialah dengan melakukan penentuan bahan hukum, 

inventarisasi (dokumen) bahan hukum yang relevan dan 

sesuai dengan isu hukum dan pengkajian daari berbagai 

bahan hukum. 

Metode yang dilakukan penulis untuk melakukan 

penelitian pustaka ini dengan cara membaca terlebih 

dahulu buku-buku terkait penelitian, kemudian setelah 

dibaca penulis melakukan telaah terhadap bahan bacaan 

tadi dan menganalisis serta langsung mengutip beberapa 

kalimat yang berkaitan dengan kajian yang penulis teliti. 

4. Metode Pengolahan Data 

Metode pengolahan data yaitu suatu proses dalam 

memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-

cara atau rumus-rumus tertentu. Setelah semua sumber 

data diatas yang berhubungan dengan data diatas sudah 

terkumpul, maka pengolahan data meliputi: 

a. Editing, adalah proses pengecekan atau 

pengoreksian data yang telah dikumpulkan, 

karena kemungkinan data yang masuk atau 

terkumpul tidak lagi logis dan meragukan. 

Tujuan editing adalah untuk menghilangkan 

kesalahan-kesalahan yang terdapat pada 

pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi, 

sehingga kekurangan tersebut dapat dilengkapi 

dan diperbaiki.
19 

b. Verification, yaitu pengelompokkan data dan 

memahami makna dari data tersebut. 

                                                             
19 Susiadi AS, Metodologi Penelitian, (BandarLampung: 2015), 115. 
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c. Classification, yaitu pengelompokkan data 

menjadi bahan pokok bahasan sehingga sesuai 

dengan tujuan agar mudah menganaisis data yang 

akan ditentukan. 

d. Sistemazing, adalah menempatkan data menurut 

kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan 

masalah.
20

. 

5. Metode Analisa Data 

Setelah data diperoleh dan terkumpul, 

selanjutnya diolah sesuai dengan sistematikanya dan 

kemudian dianalisa, dalam penelitian ini penulis 

menganalisis data yang ada dengan menggunakan metode 

Content Analysis, yaitu metode apapun yang digunakan 

untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan 

karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif serta 

sistematis, sehingga diperoleh suatu kesimpulan dalam 

penelitian. Dalam menganalisis data dan menarik 

kesimpulan, penulis menggunakan cara berfikir induktif, 

yaitu penarikan kesimpulan atau fakta-fakta yang khusus, 

peristiwa-peristiwa yang konkret kemudian dari fakta-

fakta dan peristiwa khusus tersebut ditarik generalisasi 

yang umum. 

Selanjutnya, dalam menganalisis data, penulis 

juga menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu metode 

analisis data yang terkumpul untuk kemudian 

digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, dipisah-

pisah menurut kategori sehingga diperoleh kesimpulan 

akhir. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang 

masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub-

                                                             
20 Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, 127. 
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fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II. LANDASAN TEORI 

Memuat uraian tentang teori yang relevan dan terkait dengan 

tema skripsi. Dalam sub-Bab Fiqh Siyasah memuat Definisi 

Fiqh Siyasah, Ruang Lingkup Fiqh Siyasah, dan  Sumber 

Kajian Fiqh Siyasah. Kemudian dalam sub-Bab Siyasah 

Dusturiyah memuat  Definisi Siyasah Dusturiyah, Ruang 

Lingkup Siyasah Dusturiyah, dan  Sumber Kajian Siyasah 

Dusturiyah. Selanjutnya sub-Bab pembahasan Siyasah 

Qodha‟iyyah. Dilanjutkan pada sub-Bab Wilayah Al Hisbah  

yang memuat Pengertian dan Dasar Hukum Wilayah Al 

Hisbah, Sejarah Perkembangan Wilayah Al Hisbah, dan 

Tugas dan Wewenang Wilayah Al Hisbah. Dan Pembahasan 

sub-Bab selanjutnya yaitu Kaidah-Kaidah Fiqhiyah Terkait 

Dengan Pemerintahan. Serta dilanjutkan sub-Bab yang 

membahas mengenai Prinsip-Prinsip Pemerintahan dan 

Peradilan Dalam Hukum Islam. 

BAB III. KEDUDUKAN LEMBAGA KEJAKSAAN 

DALAM UU NO. 16 TAHUN 2004 

Memuat secara rinci sub-Bab Sejarah Terbentuknya Lembaga 

Kejaksaan di Indonesia, sub-Bab Pengertian Lembaga 

Kejaksaan, dan sub-Bab Kedudukan Lembaga Kejaksaan. 

BAB IV. PANDANGAN FIQH SIYASAH TERHADAP 

KETENTUAN UU NO. 16 TAHUN 2004 TENTANG 

KEDUDUKAN LEMBAGA KEJAKSAAN DI INDONESIA 

Berisi analisis data yang terdiri dari sub-Bab  Analisis Fiqh 

Siyasah Terhadap Ketentuan UU No. 16 Tahun 2004 Tentang 

Lembaga Kejaksaan di Indonesia. 

BAB V. PENUTUP 

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. 

Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan 

penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. 

 



99 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan diatas maka yang dapat 

disimpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Lembaga Kejaksaan adalah lembaga negara yang 

melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan, 

maka melihat peraturan perundang-undangan yang 

berlaku kedudukan Kejaksaan berada di bawah 

kekuasaan eksekutif, yang menjalankan fungsi dan 

wewenangnya dalam melakukan penuntutan untuk 

menjalankan kekuasaan yudikatif. Kejaksaan dalam 

melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya 

terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan 

pengaruh kekuasaan lainya artinya Kejaksaan dituntut 

menjalankan fungsi dan wewenangnya secara 

merdeka. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi 

profesi Jaksa seperti yang digariskan dalam 

“Guidelines on the Role of Prosecutors” dan 

“International Association of Prosecutors”. 

2. Dalam keberadaanya, kedudukan Kejaksaan sebagai 

salah satu lembaga negara tidak dijelaskan secara jelas 

dalam siyasah dusturiyah, namun tugas dan fungsi 

Kejaksaan secara garis besar dapat di serupakan 

dengan Wilayah Al-Hisbah. Lembaga Kejaksaan yang 

ada pada peradilan umum, dapat dijumpai dalam 

peradilan Islam yakni Wilayah Al-Hisbah, atau bisa 

disebut juga dalam bahasa Modern Qadha‟ Hisbah. 

Wilayah Al Hisbah ialah badan yang mengadili 

pelanggaran hukum syara‟ di luar mahkamah, bukan 

karena tuntutan pihak penuntut, tapi semata-mata 

karena pelanggaran. Dapat disimpulkan bahwa 

kedudukan lembaga Kejaksaan dalam pandangan 
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siyasah yang berlaku pada zaman dahulu, berada d 

bawah kekuasaan yudikatif.  

 

B. Rekomendasi 

1. Kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia, harusnya lebih memperhatikan 

kesamaran atau ambivalensi kedudukan lembaga 

Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. 

Sehingga antara kedudukan dan fungsi, tugas serta 

wewenang yang ada pada Kejaksaan dapat selaras dengan 

tujuan penegakan hukum di Indonesia, berada di bawah 

kekuasaan eksekutif maupun yudikatif, atau bahkan 

mendudukan Kejaksaan sebagai badan negara mandiri dan 

independen sudah selayaknya dibenahi agar tercapainya 

komitmen untuk menegakkan supremasi hukum di 

Indonesia. 

2. Kepada seluruh Jaksa di Republik Indonesia, hendaknya 

dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai amanat 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 

2004 Tentang Kejaksaan. Dan Jaksa harus bertindak 

secara profesional dan tetap menjaga kode etik Jaksa agar 

terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan. 
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